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ABSTRAK

Balap liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda
motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum.
Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi,
melainkan di jalan raya. Aksi tersebut merupakan aksi balap motor
secara ilegal yang dilakukan mayoritas dari para remaja. Aksi balapan
liar merupakan tindakan yang melanggar hukum dan sanksi yang
seharusnya diberikan kepada pelaku balap motor liar harus sesuai
dengan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tetang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemerintah
bekerja sama dengan beberapa lembaga termaksud Polsek Kotaagung
dalam menerapkan undang-undang tersebut. Berdasarkan latar
belakang masalah di atas, penulis dapat mengemukakan rumusan
masalah sebagai berikut yaitu,(1)Bagaimana penanganan aksi balap
liar olen Polsek Kotaagung? (2) Bagaimana tinjauan figh siyasah
terhadap upaya kepolisian dalam menanggulangi terjadinya balap liar?
Penelitian ini termaksud dalam penelitian lapangan (field research)
yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada
responden. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode
wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang
digunakan meliputi editing dan coding. Metode analisis data
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deduktif.

Hasil d ian ini; P‘na, peran aparat
kepolisian dalam menanggulangi akst balapan liar di Kotaagung

yaitu sudah berupaya maksimal. Namun belum terlaksana secara
sempurna, karena aksi balapan liar dilakukan dengan cara berpindah-
pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, balapan liar juga
dilaksanakan pada dini hari dengan jumlah kelompok yang cukup
banyak sehingga aparat kepolisian merasa kewalahan dengan jumlah
personel yang terbatas. Upaya yang dilakukan aparat kepolisian yaitu
dengan menggunakan metode preventif yaitu mengedepankan tindak
pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat yaitu
dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan
operasi kendaraan, mengadakan patroli di daerah-daerah yang di
anggap sebagai pusat arena balap liar. Kedua, Prespektif figh siyasah



dalam menanggulangi aksi balap liar yang dilakukan oleh Polsek
Kotaagung bahwasannya aparat sudah menjalankan tugasnya dalam
menanggulangi balap liar secara adil, hal ini berdasarkan surat An-
Nisa ayat 58 bahwa pemerintah harus amanah dan dapat berbuat adil
terhadap masyarakat. Polsek Kotaagung telah menjalankan aturan dan
tata tertib sesuai dengan tujuan hukum Islam.

Kata kunci : Balap Liar, Figh Siyasah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan maksud dari
judul skripsi ini supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan
kekeliruan bagi pembaca dalam memahami judul tersebut. Maka
perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa
istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul
proposal skripsi ini adalah Tinjauan Figh Siyasah Terhadap
Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Pada
Kepolisian Sektor Kotaagung dalam Menertibkan Balap
Liar). Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu :

Tinjauan adalah  menyelidiki, mempelajari, melihat,
memeriksa/dan meneliti.' Figh-Siyasah adalah ilmu yang
mempelajari segala bentuk -hukum,pengaturan, kebijaksanaan
yang dibuat oleh pemegang kekuasaan sejalan dengan dasar-
dasar ajaran syariat islam untuk mewujudkan ‘kemaslahatan
umat.? Berdasarkan kédual pengertian di atas /dapatdiambil
kesimpulan, bahwa tinjavanfigh siyasah adalah suatu konsep
d‘igIUnakan untuk.mengatur kehidupan manusia_dalambernegara

berupa penetapanthukum, aturan,«dan kebijakan oleh pemegang
kekuasaan ‘N dengaﬁma Islam, guna
mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

Implementasi menurut kamus besar bahasa Indonesia
adalah suatu pelaksanaan atau penerapan.® Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
merupakan peraturan yang sebagai bagian dari sistem transportasi
nasional yang dikembangkan untuk membina  dan

! Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Tinjauan,” KBBI.Kemdikbud,
2016, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan.

2 Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam
(Jakarta: Kencana, 2016), 36.

® Departemen Pendidikan Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat
Bahasa (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 58.
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menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman,
selamat, tertib dan lancar serta membentuk perilaku masyarakat
agar beretika dan berbudaya dalam berlalu lintas.* Berdasarkan
pengertian di atas disimpulkan bahwa undang-undang tersebut
merupakan salah satu yang aturan yang dibuat oleh pemerintah
dan dilaksanakan oleh pihak kepolisian selaku pihak yang
bertanggung jawab untuk menanggulangi berbagai persoalan yang
terjadi dimasyarakat khususnya terkait masalah keamanan berlalu
lintas guna menjaga stabilitas kehidupan warga negara dalam
berkendara dan tertib dalam menggunakan fasilitas umum.
Berdasarkan penegasan judul di atas, dapat dipahami
bahwa maksud dari judul skripsi ini mengarah kepada suatu
penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis Tinjuan Figh
Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi pada
Kepolisian Sektor Kotaagung dalam.Menertibkan Balap Liar).

B. Latar Belakang Masalah )
" Indonesia merupakan negara hukum tertuang dalam Pasal
1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara
Indofiesia adalah negara hukum™®, “di _mana Indonesia
menggabtifgkanbeberapa sistem hukum didalam<kefstitusinya.
Pasal 1 ayat 3 iaisdnempunyai makna annya Indonesia
adalah negarMng pei%etatanegaraanya
dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
maka segala perbuatan atau tindakan di negara ini senantiasa
berlandaskan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan
masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik
aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Hukum merupakan suatu peraturan yang berisi
perintah/anjuran, larangan,dan sanksi bagi para pelaku
pelanggarnya. Hukum digunakan segabai landasan aturan yang

4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.

5 Oksidelfa Yanto, Negara Hukum Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan
Hukum (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), 21.
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mendasar untuk mengatur masyarakat. Dengan tujuan
terciptanya kedamaian, keharmonisan dalam tatanan masyarakat
sosial. Hukum memiliki andil besar dalam penegakan suatu aturan
oleh karena itu hukum harus dijalankan secara baik agar tercpita
rasa keadilan bagi seluruh komponen yang terkait.

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan. Baik
sepeda motor maupun mobil yang dilakukan diatas lintasan
umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan
balap resmi, melainkan di jalan raya.’ Balap liar adalah kegiatan
ilegal dimana pelakunya melakukan kegiatan balap kendaraan
bermotor tanpa menggunakan standar keamanan. Kegiatan ini
umumnya dilakukan oleh  dua orang atau lebih dengan
menggunakan sepeda motor yang dimodifikasi dari kondisi
aslinya.

Fenomena balap liar sebagai salah satu bentuk kenakalan
remaja yang makin marak terjadi tentu sangat memprihatinkan
dan juga berbahaya bagi pelaku dan orang lain. para pelaku balap
liar tidak dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan. Karena

Smamenurut  mereka, balapan liar juga merupakan ajang untuk
memacu adrenalin, melatih keberanian bahkan menunjukkan jati
diri kepada orang lain. Pelaku balapliar juga-tidak terldlu”peduli
dengamspengguna-jalan lain dan tidak-jarang.mmeféka menutup
akses jalan s sepihak. Terkadang mereka mengadakan aksi
tersebut di tempat jalan yang agus untuk digunakan
sebagai arena balap liar. Pada jam-jam tertentu mereka berkumpul
dan memulai atraksinya di sepanjang jalur yang mereka anggap
aman dari kejaran patroli polisi.

Polisi di Negara Kesatuan Republik Indonesia seharusnya
lebih berperan penting dalam hal ini karena jika tidak ditangani
dengan cepat dan tepat akan menimbulkan masalah besar. Karena
pada dasarnya dalam kehidupan bermasyarakat polisi mempunyai
tugas utama yang dapat menciptakan stabilitas nasional yaitu

® Agung Tris Styo Nugroho, "Kenakalan Remaja yang Melakukan Balapan Liar
dengan Sepeda Motor di Kota Pontianak di Tinjau dari Sudut Pandang Krimonologi,"
E-Journal Gloria Yuris Prodi llmu Hukum UNTAN, Volume 1 No. 3 (2013): 2,
https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/4129.



sebagai pembimbing, pengayom dan pelayan masyarakat. Hal ini
diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tertuang
dalam peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi
“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan
hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat.’

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan yang di dalamnya terdapat ketentuan
larangan melakukan balapan liar yaitu Pasal 115 huruf b Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menegaskan ‘“Pengemudi
kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan
kendaraan lain”, dan pada Pasal 297 menegaskan “Setiap orang
yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b di pidana
denganspidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda
paling’ banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”, serta
‘memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 503 ayat (1)
Kltab Undang-Undang Hikuin Pidafia; (KUHP) ?

_ Salah satu contoh kasus balap liar yang terjadi yakni di Jl.
Soekarno'-Hatta, Kotaagung. Kejadian ini-“Sudah..dama  terjadi
bahkan juga disertai_perjudian. Kasus perjudian mereka berkisar
dari ratusan ribu aan rupi itinjau dari norma
agama perjudian dengan cara apapun berdosa atau haram
hukumnya. Namun pelakunya sadar atau tidak sadar mereka telah
mengabaikan larangan Allah Swt dan tetap melakukannya. Dalam
agama jelas melarang segala bentuk kegiatan negatif termasuk
aksi balapan liar sebagaimana yang di jelaskan dalam al-Quran
surat al-Baqgarah ayat 195 yang berbunyi :

" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia

® Dhya Wulandari, “Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar
Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Studi Kasus di Polres Bone," Jurnal Al-Dustur, VVol. 1 No.1 (Desember 2018):
109, https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.353.
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D & & oglasts & Kl B Kt il Vg iz o kais,
”Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam

kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S.al-Bagarah :195)

Ayat tersebut menjelaskan tentang menjaga sikap dan
perilaku kita agar tidak terjerumus dalam kebinasaan seperti
halnya remaja yang melakukan balapan liar, mereka tidak
menjaga sikap dan senantiasa menjerumuskan dirinya dalam
kebinasaan dan hal yang sia-sia. Hakikat dari maslahah adalah
“Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat
mewujudkan kebaikan (jalb almasalih aumanfa’ah) atau
menghindarkan keburukan (dar’al-mafasid) bagi manusia.” Imam
al-Ghazali memberikan kriteria terhadap kemaslahatan yang bisa
digunakan sebagai hujjah pada proses penggalian hukum, yakni:

_maslahah tersebut sejalan dengan bentuk perbuatan tersebut dan
Y maslahah itu sejalan dan selaras dengan al-Qur’an dan hadis.
Maslahah itu termasuk dalam peringkat maslahah yang daruriyyat,
apakah menyangkut kemaslahatan yang bersifat privat juga
kemaslahatan yang bersifat umum, yakni diberlakukan untuk
seluruh kalangan.™

Hukuman hards” mempunyaiPdasar. Hukum publik dalam
ajaran Islam adalah Jinayah yang memuat aturan mengenai
perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarimah
hudud maupun dalam jarimah ta’zir. Dengan Jarimah ta’zir
adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumanya
ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran bagi

® Nurul Huda, Jayusman, “Perspektif Maslahah Terhadap Pertimbangan Hakim
Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak
Hadanah Kepada Ibu Kandung,” Jurnal ljtimaiyya,Vol.14 No.2 (2021): 253.
https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119

10 1hid.



pelakunya.™ Setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran,
keadilan, dan jalan baik. Dalam Hukum Pidana Islam disebut
dengan jarimah, kata jarimah itu adalah larangan syara’ yang
diancamkan oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta’zir.*

Ta’zir secara etimologis adalah mencegah dan
menolak, yang berarti bersifat Preventif (mencegah) supaya
perbuatan tersebut tidak dilakukan.”* Ta’zir merupakan
perbuatan pelanggaran yang merujuk pada kekuasaan penguasa,
Para Hakim dan  wakil-wakilnya untuk  mengatur
permasalahan  dan  mendisiplinkan ~ warganya  dengan
kewenangannya masing-masing. Dalam figh jinayah, ta’zir
merupakan jarimah yang sanksi hukumannya ditentukan oleh
penguasa termasuk besar kecilnya hukuman tersebut.**

Hukum Islam bertujuan untuk memelihara lima
masalah pokok dalam kehidupan manusia, atau berupa tujuan-
tujuan  hukum. Islam, -.magasid al-syariyah, vyaitu:1)
pemeliharaan terhadap agama, 2) pemeliharaan terhadap jiwa,
3) pemeliharaan terhadap akal, 4)pemeliharaan terhadap
Kehermatan, 5) pemeliharaan terhadap harta.’? ‘

" Dengan adanya dasér huk@m guna untuk pemberlakuan
ta’zin,yang dilakukan “oleh aparat” Kepolisian,«maka méksud
diadakanfya=pemberlakuan ta'zir ialah supdya_pelakd® jarimah
menghentikan kej nnya, dan agar Allah tidak di
langgar. Dan j%engajar%at pencegahan
supaya hal yang serupa tidak terulang kembali di masa yang
akan datang. Pelaksanaan hukuman ta’zir sama dengan hukuman
hudud. Seperti orang tua terhadap anaknya, suami terhadap
istrinya, guru kepada muridnya, namun hanya terbatas pada ta ‘zir

11 Ali Zainuddin, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 11.

2 Hanafi Ahmad, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang,
1967), 1.

¥ M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2016), 93.

4 Mustofa Hasan dan Ahmad Sabaeni, Hukum Pidana Islam (Figh) (Bandung:
Pustaka Setia, 2013), 75.

%5 Ibnu Irawan, Jayusman, “Mahar Hafalan Al-qur’an Perspektif Hukum Islam,”
Palita: Journal of Social Religion Research, Vol.4 No.2 (2019): 128.
http://dx.doi.org/10.24256/pal.v4i2.804



tidak sampai pada hukum hudud.

Penanggulangan aksi balapan liar di wilayah hukum
Polsek Kotaagung oleh aparat kepolisian belum sesuai dengan
jarimah ta’zir, dimana masih kurang tegasnya sanksi yang
dijatuhkan bagi pelaku balapan liar, yang mengakibatkan aksi
balapan liar masih terus marak terjadi. Aparat kepolisian harus
menjalankan tugas guna menanggulangani aksi balap liar yang
ada di Kotaagung dengan baik, adil dan amanah sebagaimana
yang diperintahkan undang-undang dan Al-qur’an.

Uraian latar belakang di atas mendasari penulis untuk
melakukan penelitian lebih lanjut terhadap peran aparat
kepolisian dalam menanggulangi aksi balap liar apakah sudah
terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku atau bahkan belum terlaksana sama sekali.

C. ldentifikasi'Dan Batasan.Masalah
1. ldentifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang di uraikan

sebelumnya, identifikasi masalah yang akan dibahas adalah

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan:

a. Upaya Pihak Kepolisian dalam Menertibkan Aksi Balap Liar
di Kotaagung

b. Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Upaya Pihak Kepolisian
dalam Menertibkan Aksi Balap Liar di Kotaagung.

2. Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian ini digunakan untuk

menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok

masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan

dalam pembahasan. Beberapa Batasan masalah dalam penelitian

ini sebagai berikut:

a. Upaya Pihak Kepolisian dalam Menertibkan Aksi Balap Liar
di Kotaagung Berdasarkan Undang-undang Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksaan Tugas
Kepolisian Terhadap Pencegahan Aksi Balap Liar di
Kotaagung.
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D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian
1. Fokus Penelitian
Fokus penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini
yaitu mengenai “Implementasi Pasal 115 UU nomor 22 tahun
2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan” oleh pihak
kepolisian dalam menertibkan aksi balap liar yang sering
terjadi.
2. Sub Fokus Penelitian
Adapun sub fokus penelitian ini adalah peran aparat
kepolisian dalam menanggulangi aksi balapan liar dan
bagaimana prespektif hukum Islam terhadap aksi balap liar di
kotaagung yang masih terus terjadi.

E. Rumusan Masalah
Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara

tersurat pernyataan dan pertanyaan yang disampaikan tentang

masalah penelitian yang hendak dicarikan jawabannya. Bertitik

‘tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi permasalahan :

I. Bagaimana penanganan aksi balap liar oleh Polsek
Kotaagung?

2. Bagaimana tinjauan figh siyasah terhadap upaya kepolisian
dalam menanggulangi terjadinya balap liar?

F. Tujuan Penelitian @ )

Berdasarkan gambaran yang telah penulis uraikan dalam
rumusan masalah diatas, maka dapat mengambil tujuan penelitian
tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan figh siyasah terhadap dalam
menanggulangi aksi balap liar.

2. Untuk mengetahui peran aparat dalam menanggulangi aksi
balap liar.



G. Manfaat Penelitian
1. Aspek keilmuan (Teoritis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi bagi peningkatan khasanah ilmu pengetahuan dan
dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan diskusi
bagi para mahasiswa Fakultas Syari’ah maupun masyarakat.

2. Aspek terapan (Praktis)

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan mempunyai
manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

a. Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu
syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan ilmu syariah di
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung. Serta penelitian ini diharapkan menjadi acuan
berkembangnya pemikiran-pemikiran yang bermunculan
yang mengupas tuntas kasus pelanggaran lalu lintas balap
liar khususnya penelitian penelitian dari kalangan
akademisi dan pemerhati hukum agar kasus pelanggaran
lalu lintas balap liar dapat menemukan solusinya baik dari
tindakan preventif secara hukum yang lebih efisien.

wb. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah
literatur, memperkaya wawasan, edukasi bagi peneliti serta
peminat penelitian hukum, pembaca dan masyarakat luas
mengenai kasus pelanggaran lalu lintas balap liar sehingga
akan memicu empati sosial dan sensitifitas hukum
khususnya kepekaan masyarakat dalam melaporkan
dengan segera apabila mengetahui adanya pelanggaran
hukum.

C. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian
ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya serta
referensi bagi para pembaca.
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H. Kajian Terdahulu Yang Relevan
Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasa
penelitian, berusaha melacak berbagai literatur dan penelitian
yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek
penelitian saat ini. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap
penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Meskipun terhadap ketertarikan pembahasan, penelitian ini masih

sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa

penelitian tersebut yaitu :

1. Skripsi yang dibuat oleh Ahmad Fauzi pada tahun 2020 yang
berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak
Pidana Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Remaja di Wilayah
Hukum Polresta Padang(studi di Polresta Padang) mahasiswa
Universitaas Andalas Padang. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi
balap liar oleh anak, serta faktor-faktor penghambat dalam
upaya penanggulangan balap liar.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama bertujuan untuk
menganalisis upaya dari pihak kepolisian dalam menanggulangi

i |pelanggaran hukum masalah balap liar. Sedangkan penelitian
ini tidak menggunakan sudut pandang hukum islam dalam
menyikapi kasus balap liar.

2. Skripsi yang dibuat oleh Haris Kondang Pradana pada tahun
2019 yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum
Positif Terhadap Balapan Liar Anak Remaja (Studi Analisis di
Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk) mahasiswa
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui deskripsi pelanggaran lalu lintas balapan liar
yang di lakukan oleh anak remaja serta untuk mengetahui
Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap
Balapan Liar Anak Remaja di Kelurahan Begadung Kabupaten
Nganjuk.

Persamaan penelitian ini yaitu sama sama bertujuan mengetahui
upaya kepolisian menanggulangi masalah balap liar dalam
menyikapi permasalahan tersebut. Hanya saja perbedaan
penelitian ini yaitu dia meneliti dari segi hukuman yang
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diterapkan menurut hukum islam sedangkan saya membahas
tentang penerapan suatu pasal hukum positif dari sudut pandang
hukum islam.

I. Metode Penelitian
Dalam melakukan penelitian terrhadap masalah yang
telah dipaparkan diatas, maka penulis menggunakan metode
sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun
skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research).
Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode
untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa
yang sedang terjadi pada saat tertentu di tengah-tengah
kehidupan masyarakat."® Dalam hal ini penulis akan turun
langsung ke lapangan dan meneliti di Wilayah Hukum
Kepolisian Sektor (Polsek) Kotaagung.

2. Sifat penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat kualitatif

dengan pendekatan deskriptif, artinya setiap data yang
adikumpulkan atau diperoleh bukan berupa angka-angka,
melainkan data yang diperoleh tersebut berasal dari
wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Sehingga
yang menjadi tujuan penelitian ini adalah ingin
menggambarkan fenomena yang terjadi secara mendalam dan
terperinci.t’

Metode deskriptif diartikan sebagai  prosedur
pemecahan masalah yang dipelajari  dengan cara
menggambarkan subjek atau keadaan subjek penelitian, yang
dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain,
berdasarkan fakta yang terlihat saat ini dan apa adanya. Dapat

16 Mardalis, Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Masalah (Jakarta: Bumi
Aksara, 2008), 28.

17 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis,
Cet.VI1,10 (Jakarta: Bhineka Cipta, 2007), 10.
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dikatakan bahwa metode deskriptif adalah studi yang
mencoba menjelaskan suatu gejala, apa yang sedang terjadi,
atau masalah yang nyata.

Dalam hal ini penulis ingin menguraikan dan
menggambarkan apa adanya tentang Tinjaun Figh Siyasah
Terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi pada
Kepolisan Sektor Kotaagung dalam Menertibkan Balap Liar).

3. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh
langsung dari subjek yang diteliti.® Data ini diperoleh
dengan cara dokumentasi, wawancara ,dan observasi. *°
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang sudah dalam
bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.?’
Dalam penelitian ini data sekunder yaitu sumber
kepustakaan yang membahas tentang aksi balap liar, data
tertulis dari pihak terkait.
4| Populasi dan sampel
'a. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri
atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”* Populasi
dalam penelitian ini yaitu berjumlah sekitar 40 orang yang
terlibat pada saat aksi balap liar berlangsung di
JI.Soekarno-Hatta Kotaagung Kabupaten Tanggamus.

18 Adi Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004),
57.

1% purnomo Setiady dan Akbar Husaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial
(Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 59.

20 Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, 57.

2L sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung:
Alpabeta, 2006), 177.
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b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil yang akan
diteliti.”> Sampel merupakan bagian dari jumlah dan
karakteristik populasi dari sesuatu yang menjadi objek
penelitian. Menurut Noto Atmodjo pengambilan sampel
yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti
sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah
diketahui.® Kriteria yang diambil dalam sampel
penelitian ini terdiri dari 5 orang, yakni aparat kepolisian
serta para pelaku balap liar karena mereka menjadi objek
yang terlibat langsung dilapangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk

mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum
tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap
bahan-bahan hukum. tertulis tersebut  untuk memudahkan
pekerjaan dan kontruksi.** Data yang sudah dikumpul
kemudian diolah dan dilakukan dengan cara ;

a

Wawancara o _
Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data
dengan mengajukan pertanyaan secara langsdng oleh

“pewawancara kepada responden;” dan—jawaban-jawaban

respo icatatatau direkam.”
. Observasi ’

Observasi yaitu teknik pengumpulan data penelitian
dilakukan dengan melihat dan mencatat dengan tujuan
untuk mengetahui suatu dari sebuah fenomena berdasarkan
pengetahuan, gagasan, pengalaman yang didapatkan.?

22 Hasan Igbal, Metode Penelitian dan Aplikasi (Jakarta: Ghalia Indonesia,

2002), 58.

2 Noto Atmodja, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi

VI (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 23.

2+ Sunggono Bambang, Metodelogi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2016), 186.

% gusiadi, Metode Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Penerbitan

LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 107.

% Riduwan, Metode Riset (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 104.
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C. Dokumentasi
Sebuah cara yang dilakukan untuk mencari berbagai
macam dokumen data menggunakan bukti yang akurat dari
pencatatan sumber-sumber informasi. Mengenai hal-hal
atau variable berupa foto, catatan, transkip, buku, undang-
undang surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.”’
6. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data adalah suatu proses dalam
memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara
atau rumusan tertentu.”® Data yang telah dikumpulkan
kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan
dengan cara sebagai berikut :

a. Pemeriksaan data - (editing), vyaitu pengecekan atau
pengoreksian ulang data yang telah diperoleh dengan
masalah yang dikaji.

b. Penandaan data (coding), dengan memberikan catatan atau
tanda yang menyatakan jenis sumber data yaitu Al-qur’an.
buku, ‘literatur, undang- undang dan data lain yang
berkaitan dengan pgmbahasan, '

.c. Rekonstruksi. data (recontructlng) adalah suatu proses

"y menyusun_ulang secara rinci dan berurutan, agargmudah

h dipahami_serta data yang dihasilkan-saling-berfitingan dan
sistematis

d. Sistematisasl (Sistmaitu dengan
menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa
menurut urutan masalah.*

7. Metode analisis data
Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif,
yaitu dengan menganalisis wawancara, dokumen dan
observasi. Data yang diperoleh baik secara primer maupun
sekunder, di analisis secara mendalam. Selanjutnya diajukan

2 Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis, 198.

28 gusiadi, Metode Penelitian, 122.

2 Wiranto, Memahami Pengolahan Data (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 39.

% Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2004), 126.
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secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan
menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya
berkaitan dengan penulisan ini. Dalam penelitian ini, akan
disajikan mengenai tinjauan umum mengenai Tinjaun Figh
Siyasah Terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi
pada Kepolisan Sektor Kotaagung dalam Menertibkan Balap
Liar) kemudian akan diarahkan kepada pembahasan yang
bersifat lebih khusus.

J. Sistematika Pembahasan
Penulis akan menjelaskan sistematika pembahasan yang
terdapat pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
BAB | berisi pendahuluan yang terdiri dari: penegasan judul, latar
belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian
terdahulu 'yang relevan, metode penelitian, serta‘ sistematika
~ pembahasan. )
WBAB |1 berisi landasan teori yang membahas tentang definisi Figh
Siyasah, ‘ruang lingkup, sertafUndang-undang/yang berkaitan
dengan penelitian. o
BAB M=berisi deskripsi objek penelitian berupa-gafbaran umum
mengenai Kepelisian Sekior Kotaagu penyajian fakta dan
data penelitian g per arat  kepolisian dalam
menanggulangi aksi balapan liar.
BAB |V berisi tentang analisis data penelitian dan temuan-temuan
yang ada saat penelitian berlangsung.
BAB V penutup yang berisi kesimpulan dari jawaban rumusan
masalah yang sudah peneliti jelaskan di bab-bab sebelumnya,
serta berisi rekomendasi atau saran peneliti terhadap aparat
kepolisian maupun masyarakat pada umumnya.






BAB Il
LANDASAN TEORI

A. Figh Siyasah

1. Pengertian Figh Siyasah
Figh siyasah merupakan tarkib idhafi atau suatu
kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu figh dan al-
siyasi. Secara etimologi, figh merupakan bentuk masdhar dari
tashrifan kata fagiha-yafgahu-fighan yang bermakna faham.™
Figh adalah benda mati tidak berwujud yang menjadi bagian
dari karya dan karsa manusia. Artinya, karena figih bukan
sumber hidup dan tidak pada posisi untuk mengubah dirinya,
dalam arti apabila figih tidak diubah dan dimoderenisasi maka
figih tidak akan pernah moderen. Hal ini bermakna bukan hanya
figih dalam arti kaidah atau regulasi, melainkan figih yang
merupakan derifasi Syari’at Islam dalam tataran hakiki, yaitu
figih sebagai pandangan hidup.*
Imam al-Tarmidzi, seperti di kutip Amir Syarifuddin,
menyebut “figh tentang sesuatu” berarti’ mengetauhi batifinya
“sampai_kepada kedalarhnya. Kata, “fagiha” diungkapkan dalam
"'a_l_—Quran sebanyak 20 kali, 19 kali tiantaranya digunakan untuk
‘pengertian “kedalam ilmu yang dapat diambil_menfaat darinya.”
Berbeda de ilmuryang sudah berbentuk pasti (gath i), figh
merupaka%ang huk% pasti (Zhanni).*
Sedangkan  figh  secara  terminologi  adalah
pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan
yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum
khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi figh
adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber
dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid

31 \Wahbah al-Zuhayli, Ushul al-Fikih al-"Islami (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001),
18.

%2 gyamsul Hilal, "Figih dan Permasalahan Kontemporer,” Jurnal AS-SIYASI,
Vol. 4 No. 1 (2012): 1, https://doi.org/10.24042/asas.v4i1.1665 .

* Muhammad Igbal, Figih Siyasah (Jakarta: Prenemedia Group, 2014), 3.

17
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melalui jalan penalaran dan ijtihad.*

Figh mencakup berbagai aspek dalam kehidupan
manusia, disamping membicarakan aspek hubungan antara
manusia dengan Tuhanya (ibadah), figh jugak membicarakan
aspek hubungan antara sesama manusia secara luas
(muamalah).Aspek Muamalah ini pun dapat dibagi menjadi
jinayah  (pidana), Munakhat (perkawinan),  mawaris
(kewarisan), muraf’at (hukum acara), (siyasah politik
ketatanegaraan) dan al-ahkam al-dau-liyah  hubungan
internasional.®

Kata siyasah berasal dari kata Saasa-Yasuusu-
Siyaasatan. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti
mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut
bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus,
memerintah, memimpin, membuat kebijaksanan, pemerintahan
dan politik.*

Secara terminologis.dalam kitab Lisan al-Arab, yang
dimaksud dengan Kkata siyasah adalah mengatur atau memimpin

“nsesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatafl,
. Abdtil‘Wahab Khalaff' miendefidisikan bahwa siyasai adalah
pé'ng_aturan perunddng-undangan “vang disiapkan 4untuk
memelihata._ketertiban dan kemaslahatan _dans®mengatur
keadaan. Sert ngelolaan masalah um bagi negara
bernuansa isla njamin inya kemaslahatan
dan terhindar dari kemudaratan dengan tidak melanggar
ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum
meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam
mujtahid. Masalah umum bagi negara maksudnya adalah
setiap urusan yang memerlukan pengaturan baik mengenai
perundang-undangan negara, kebijakan dalam harta benda dan

3 Wahyu Abdul Jafar, “Figh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-
Hadist,” Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Vol. 3 No. 1 (Juli
2018): 4, https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140.

% Muhammad Igbal, Figih Siyasah, 3.

% A. Djazuli, Figh Siyasah: Implemenetasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-
rambu Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 25.
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keuangan, penetapan hukum, peradilan, kebijaksanaan
pelaksanaannya maupun mengenai urusan dalam dan luar
negeri.*’

Sedangkan Ibn 'Abid al-Diin menciptakan definisi
yang lebih luas tentang Siyasah Shar'iyah, yaitu kemaslahatan
untuk manusia dengan menunjukkanya kepada jalan yang
menyelamatkan di dunia dan akhirat, dan siyasah itu dari para
nabi secara khusus dan umum, baik lahir maupun batin. Segi
lahir dari para pemegang kekusaan, para sultan dan raja,
sedangkan secara khusus pada batinnya dari para ulama ahli
waris para nabi. Senada dengan definisi tersebut, Abdur
Rahman Taj menyatakan bahwa Siyasah Syar’iyah adalah
hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan
mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat
dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (kulli) untuk
merealisasikan tujuan-tujuannyayang bersifat kemasyarakatan,
sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash tafshili
yang juz’i dalam al-Qur’an dan Sunnah.® Kata al-Hukm yang
merupakan  serapan. dari bahasa Arab, yang kemtidian

“digunakan menjadi/Kata hukdmSecara etimologi$ bermakna

x.'alman’u yang berarti sebuah halangan, discbutkan pula ia
‘berimakna alQada’ yang artinya keputiisan,.dan®memisahkan
untuk men ngi kedua belang pi yang bermusuhan.®
Setidaknya a syara ifimasi sesuatu untuk
diterapkan menggunakan teori magasid al-syar’iyah yakni,
bersifat tetap, danidak berladaskan kepada keragu-raguan atau
setidaknya mendekatikepada sesuatu yang pasti, bersifat jelas,
sehingga tidak mengundang kepada perselisihan yang
fundamental.*’

%7 Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel,
2014), 5.

% Ibid, 6.

* Ibnu Irawan, Jayusman, “Mahar Hafalan Al-qur’an Perspektif Hukum Islam,”
Palita: Journal of Social Religion Research, Vol.4 No.2 (2019): 127.
http://dx.doi.org/10.24256/pal.v4i2.804”

“0 1bid, 128.
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Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan,
bahwa figih siyasah merupakan salah satu aspek hukum
Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan
kehidupan mansuia dalam bernegara demi mencapai
kemaslahatan bagi seluruh umat manusia serta mempelajari hal
ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara
dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang
dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-
dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan
umat.

. Ruang Lingkup Figh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan
ruang lingkup kajian figh siyasah. Diantaranya ada yang
menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya
kepada empat. atau ‘tiga. bidang pembahasan. Bahkan ada
sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian figh

~ siyasah ini menjadi delapan bidang. Perbedaan ‘tersebut tidak

“terfalu berprinsip hanya,saja teknisnya yang membedakannya,

. Hasbi Ash Shiddieqy Aang menjelaskan obyek kajian Siyasah

adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan4fiereka
dari juftisan—pentadbirannya, dengan méngingat=fersesuaian
pentadabiran i n Jiwa syariah, ita peroleh dalilnya
yang khusus dan erlawan an sesuatu nash dari
nash-nash yang merupakan syari’ah ‘amah yang tetap.

Secara garis besar ruang lingkup figh siyasah adalah
peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman
dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat,
pengorganisasian  dan  pengaturan untuk  mewujudkan
kemaslahatan, dan mengatur hubungan antara penguasa dan
rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha
mencapai tujuan negara.**

4 hid, 7.
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Menurut Imam Al-Mawardi, di dalam kitabnya yang
berjudul al-ahkam al-sulyhaniyyah, ruang lingkup kajian figh
siyasah mencangkup kebijakan pemerintah tentang siyasah
dusturiyyah (peraturan perundang-undangan), siyasah maliyyah
(hukum ekonomi dan monetor), siyasah qadha iyyah
(peradilan), siyasah harbiyyah (hukum perang) dan siyasah
idariyyah (administrasi negara). Adapun Imam Ibn Taimiyyah,
meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu siyasah
gadhaiyyah (peradilan), siyasah idariyyah (administrasi
negara), siyasah maliyyah (hukum ekonomi dan monetor), dan
siyasah dauliyyah/siyasah kharijjiyah (hubungan
internasional). Sementar Abd Al-Wahhab Khallaf didalam
kitabnya yang berjudul al-siyasah al-syar’iyah lebih
mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, Yyaitu
peradilan hubungan internasional dan keuangan negara.

Berbeda, dengan tiga~prmikiran diatas, salah satu
ulama termuka di Indonesia T. M. Hasbi Ash-shiddieqy malah
membagi ruang lingkup figh siyasah menjadi delapan bidang,
yaitu : o .
\a. Siyasah  Dustdrrijah Syakiyyah  (politik " perbuatan
perundang-undangan) o

Siyasah Tasyri ‘iyyah Syar ‘iyyah (politik -hukeff)
Siyasa ‘jyyah. Syar-iyya itik peradilan)
Siyasah Mali ar’tyyah Ik ekonomi dan moneter)

Siyasah Idariyah Syar ‘iyyah (politik administrasi negara)

Siyasah Kharijiyyah Syar iyyah/Siyasah Dawliyah (politik

hubungan internasional)

g. Siyasah Tanfiziyyah Syar’iyyah (politik pelaksanaan

perundang-undangan)

h. Siyasah Harbiyyah Syar ‘iyyah (politik peperangan)*
Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagian

figh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok.

Pertama, politik perundang-undangan (siyasah dusturiyyah).

~o® oo gl

“2 Djazuli, Figh Siyasah: Implemenetasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-
rambu Syariah, 30.
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Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum
(tasyriiyyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (gadha “iyyah)
oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan
(idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar
negeri (siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah). Bagian ini
mengcangkup keperdataan anara warga negara yang muslim
dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (al-
siyasah al-duali al-khashsh) atau disebut juga hukum perdata
internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim
dan negara non-muslim (al-siyasah al-duali al-amm) atau
disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata
internasisional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian,
perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga muslim
dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional
mengatur antara lain politik kebijakan negara islam dalam masa
damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut
tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-
hak ' istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya.
Sedangkan dalam masa perang (siyasah harbiyyah) menyangkui

| antara " lain tentang dasar-dasar \ diizinkannya' berperang,

pehgumuman. perang, etika berperang; tawanan‘berperang, dan
gencatamsenjata. Ketiga, politik keuangan-dan monetéf (siyasah

maliyyah), an fain ‘membahas’ su -sumber keuangan
negara, pos-han dan gara, perdagangan
internasional,  kepentingan/hak-ha publik, pajak, dan

perbankan.*

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam
dinyatakan dengan istilah ul al-amr dan dikepalai oleh seorang
Amir atau Khalifah. istilah ul al-amr tidaklah hanya terbatas
untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga
legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih
luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam

3 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam ash-Shultanyiyah, Sistem Pemerintahan

Khalifah Islam, terjemahan Khalifafurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta:
Qitsthi Press, 2017), 76.
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tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan dibawah
kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan
perundang-undangan seperti Diwan al-Kharaj (Dewan Pajak),
Diwan al-Ahdas ‘(Kepolisian), wali untuk setiap wilayah,
sekretaris, pekerjaan umum, Diwan al-Jund (militer), sahib
al-bait al-mal (pejabat keuangan), dan sebagainya telah
terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin
Khattab maka untuk hal ini istilah ul al-amr mangalami
penyempitan makna mewakili lembaga-lembaga yang hanya
berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-
Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain
sebagai Khalifah.**

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan
undang-undang. Disini - negara memiliki tugas serta
kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan
perundang-undangan yang telah” dirumuskan tersebut. Dalam
hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang
berhubungan dengan dalam negeri- maupun yang menyangkut
gdengan hubungan sesama negara (hubungan internasienal)s i

Adapun tugasstugasfdari As-Sulthah. al-gadhai iyyah

“hadalah mempertahankan hukum dan perundang-undan@an yang
‘telamsdiciptakan-oleh lembaga legislatif. Dalam=8ejarah Islam,
kekuasaan lembaga ini_biasanya meliputi wilayah al-hisbah

~peradildhy untuk ikan perkara-perkara
pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam
bisnis), wilayah al-gadha (lembaga peradilan yang memutuskan
perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun
pidana), dan wilayah al-mazhalim (lembaga peradilan yang
menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam
melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik
yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak
rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak

# Abu A’la Al-Maududi, Sistem Politik Islam (Bandung: Mizan, 1993), 32.
45 Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 62.
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rakyat.*
Figh siyasah tanfidziyyah syar’iyyah dalam perspektif
islam tidak lepas dari al-Qur’an, sunnah dan nabi serta praktik
yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam
sepanjang sejarah. Hal ini merupakan kajian yang sangat tidak
asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw.
Berdasarkan  al-Quran dan  as-Sunnah, umat Islam
diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga
eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari
dosa dan pelanggaran.
Kekuasaan eksekutif(al-Sulrah al-Tanfiziyyah)
terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu:
1. Konsep Imamah/Iman
Konsep imamah berasal dari kata umat, jamaknya
umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa
Inggrisnya .. disebut -nation, . people. Menurut Kamus
Munawwir, imamah bermakna imam atau pemimpin. Dari
akar kata itulah muncul perkataan imamah. Makna imam
berarti pemimpin afau orang yang di depan. /Katagimam
, “dalam, bahasa Arab Btidak ffmenunjukkan afti kesucian
“_hidup, “dan imam adalah " orang yang mempunyai
hpen’g‘ikut baik— dia saleh maupun tldak Seperti yang
dijelaskan .S Al-Anbiya: 7

2315 5,10 3015 o s e u,,,u O3dg A (,.é_.i,;.
U”M U \j.sg ojfjs\
“Dan kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang
memberi petunjuk atas perintah Kami dan Kami
mewahyukan kepada mereka (perintah) berbuat kebaikan,

menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta hanya
kepada Kami mereka menyembah”

* Ridwan HR, Figh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan (Yogyakarta:

FH Ul Pres, 2007), 273.
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Dengan demikian secara harafiah arti kata imam
adalah pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak
dibatasi oleh ruang waktu dan tempat. Imamah menurut
doktrin Syi’ah adalah tentang kepemimpinan politik dan
spiritual dalam khilafah yang harus dipegang oleh salah
seorang imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib
setelah Nabi Muhammad meninggal. Sebab keluarga Nabi
Muhammad saw menghendaki dari keluarganya yakni Ali
bin Abi Thalib. Namun di saat mereka sibuk mengurus
jenazah Nabi, Abu Bakar sudah dibai’at menjadi khalifah,
sehingga mereka tidak sempat mengikuti pembai’atan itu.
Karena itu, keluarga Nabi saw tersebut tidak segera berbaiat
kepada Abu Bakar. Meski begitu, pada akhirnya mereka
tidak boleh tidak membai’atnya juga.*’

Adapun tugas-tugas dan tanggungjawab dari imam adalah :
a. Menjaga prinsip-prinsip Agama. yang mapan dan
menjadi konsensus generasi Islam awal
b. Melaksanakan hukum (peradilan) dikalangan
masyarakat dan melerai pertengkaran antara® dua
_ kelompok yang Bertikaif | '
% c¢. Memelihara™ kehidupan “perekonomian maéyafrakat,
“msehingga-rakyat memiliki rasa amanes@tas diri dan

hartanya,
d. Menghkuman uméga hak-hak manusia

dari penindasan dan perampasan

e. Membentengi perbatasan Negara untuk mencegah
serbuan (serangan) musuh;

f. Melakukan jihad melawan musuh, melalui dakwah agar
mereka menjadi muslim atau ahl al-Zimmah (non-muslim
yang tinggal di bawah kekuasaan Islam)

g. Mengumpulkan fay’ (rampasan dari musuh bukan perang)
dan zakat baik yang wajib maupun menurut syari“ah
maupun yang wajib menurut ijtihad.

47 Abdul Syukur Al-Azizi, Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak
Peradaban diBarat dan di Timur (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), 117.
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h. Mengatur kekayaan Negara yang ada di bait al-Mal,
dengan memperhatikan keseimbangan (tidak boros dan
tidak pelit, tapi seimbang dan proporsional)

i. Mengikuti nasihat orang yang bijaksana dan
menyerahkan urusan pemerintahan dan keuangan kepada
orang-orang yang bisa dipercaya;

j. Melakukan  pengawasan  terhadap  urusan-urusan

pemerintahan dan mengawasi keadaan, untuk mengatur
kehidupan umat dan memelihara agama.

Selama seorang imam mampu melaksanakan
tanggungjawab dan kewajibannya dan tetap memenuhi
syarat-syarat yang dibutuhkan, rakyat wajib memberikan
loyalitas dan dukungan terhadap kepemimpinnya. Tetapi jika
tidak,maka sangat memungkinkan terjadinya pemberhentian
imam dari jabatannya sebagai imam.

. Konsep Khilafah/Khalifah

Khilafah dalam" terminologi politik Islam adalah
sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem
pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknyasyang

berdasarkan al-Quifafiy danf” Sunnah’ Rasulullah SAW.
" Sedangkan,_ Khalifafi"mertipakan “pemimpin-tertinggit umat
Isfamesedunia,-atau disebut juga dengan Imamesa®zham yang

sekaligus jadi pemimpin<Ne am sedunia atau
Iazimjug%an Khal%in.

Pada dasarnya tugas dan kewajiban Khalifah itu
sangat berat. Wilayah kepemimpinannya bukan untuk
sekelompok umat Islam tertentu, akan tetapi mecakup
seluruh umat Islam di dunia. Cakupan kepemimpinannya
bukan hanya pada urusan tertentu, seperti ibadah atau
mu’amalah saja, akan tetapi mencakup penegakan semua
sistem Agama atau syari’ah dan managemen urusan
duniawi umat. Tanggung jawabnya bukan hanya terhadap
urusan dunia, akan tetapi mencakup urusan akhirat.
Tugasnya bukan sebatas menjaga keamanan dalam
negeri, akan tetapi juga mencakup hubungan luar negeri
yang dapat melindungi umat Islam minoritas yang tinggal
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di negeri-negeri kafir. Kewajibannya bukan hanya sebatas

memakmurkan dan membangun bumi negeri-negeri Islam,

akan tetapi juga harus mampu memberikan rahmat bagi
negeri-negeri  non-Muslim  (rahmatan li  al-alamin).

Umumnya, tugas Khalifah yaitu :

a. Tamkin Dinillah (menegakkan Agama Allah) yang telah
diridhai-Nya dengan menjadikannya sistem hidup dan
perundangan-undangan dalam semua aspek kehidupan.

b. Menciptakan keamanan bagi umat Islam dalam
menjalankan Agama Islam dari ancaman orang-orang
kafir, baik yang berada dalam negeri Islam maupun yang
di luar negeri Islam.

C. Menegakkan sistem ibadah dan menjauhi sistem dan
perbuatan syirik (QS:An-Nur: 55).

d. Menerapkan undang-undang yang ada dalam al-Qur’an,
termasuk Sunnah. Rasul saw, dengan Hak dan adil,
kendati terhadap diri, keluarga dan orang terdekat
sekalipun(QS.An-Nisa:135,Al-Maidah:8 dan 48,Shad:22

" dan26) o - :

€. Berjihad.dijalan AIIah SWT

3, Konsep:lmarah/ amir

-Imarah.merupakan masdar dari-affiita yang berarti

ke’am %ﬁ)emermta amir bermakna
pemimpin masa  Rasul  dan

Khulafaurrasyidin digunakan sebagal gelar bagi penguasa
daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (amir
al-jaisy), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti Amirul
Mukminin, Amirul Muslimin, Amir al-Umara. Sedangkan
dalam kamus inggris diartikan dengan “orang Yyang
memerintah, komandan, kepala dan raja”. Atas dasar makna-
makna tersebut, amir didefinisikan dengan seorang
penguasa yang melaksanakan urusan.

Secara umum penggunaan kata amir yang berarti
pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan
dibalai sagifah Bani Sa’idah. Gelar amirul Mukminin
diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-
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Khattab. Pada era Abbasiyah banyak amir membatasi
hubungan dengan pemerintah pusat (khalifah) dan
mendirikan dinasti-dinasti kecil yg berdaulat.*®
1. Wizarah/wazir
Kata wizarah diambil dari kata al-wazr yang berarti
al-tsugl atau berat. Dikatakan demikian karena seorang
wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat.
Kepadanya-lah  dilimpahkan sebagian  kebijaksanaan
pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan
Persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama
dengan Menteri yang mengetuai dapartemen dalam
pemerintahan. Dalam First Encyclopedia of Islam
disebutkan bahwa kata wizarah atau wazir ini diadopsi dari
bahasa Persia. Menurut kitab Zend Avesta, kata ini berasal
dari “vicira” yang berarti orang yang memutuskan hakim.
Dengan pengertian ini maka-wazir adalah nama suatu
kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena
pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu
kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat,negasa; atau

., Kerajaan yang bersafigkiitan, *%" % y 4

3. Tertib"alu-Lintas Menurut Figh Siyasah -

Salah | diantara_bany ang sering tidak
kita patuhi seba a_nega ertib berlalu lintas.

Seperti  menggunkan helm, memiliki kelengkapan dalam
berkendara, tidak menerobos lalu lintas dan sebagainya.
Padahal sejatinya tertib lalu lintas merupakan keuntungan bagi
semua pihak.

Menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 22 tahun
2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan
orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang
diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau

“8 1bid, 229.
* Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 166.
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barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.”
Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin
nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah
setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari
terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat
dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap
peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.”’. Karena
dengan menaati segala aturan tertib lalu lintas merupak salah
satu bentuk ikhtiyar menaati Allah dan Rasul-nya.

Dalam figh siyasah, Islam memiliki pandangan
tersendiri mengenai tertib lalu lintas dimana peraturan lalu
lintas tidak buat dalam rangka kebatilan. lbn Farhun
menjelaskan bahwa pada asalnya ada dua jenis siyasah, yaitu
siyasah dzalimah yang diharamkan syara’ dan siyasah ‘adilah
yang dapat memenangkan kebenaran dari kedzaliman menolak
berbagai /bentuk kejahatan, menghalangi’ pembuat kerusakan
dan yang menghantarkan tercapainya tujuan-tujuan syariat.
Syara’ Berkewajiban untuk merujuk kepada siyasah adilah dan
menjadikannya sepagai  sandaran  dalam menegakkan

“Kkebenaran.* Karend keberadadnya telah disepakati Hersama dan

_terbukti‘telah menindak segala bentuk perilaku negatif serta
‘menertibkan jalan raya. Ini merupakan hal.yam@ baik dalam
sistem ke arakatan yang di nya tersirat nilai
keislaman. mikian m~harus mendukung
penuh peraturan lalu lintas dengan menaatinya supaya segala
bentuk permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.

Allah, dalam firman-Nya, telah memerintahkan umat
manusia untuk menaati segala bentuk aturan dan menaati
pemimpin (uli al-amr). Seperti dijelaskan dalam al-Quran Q.S

% Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, Bagian. 1.

' Soni Sadono, “Budaya Tertib Berlalu-Lintas: Kajian Fenomenologis Atas
Masyarakat Pengendara Sepeda Motor di Kota Bandung,” Jurnal llmu Komunikasi,
Vol. 4 No. 1 (2016): 23, http://dx.doi.org/10.12928/channel.v4i1.4207.

52 Irwantoni, “Peranan Siyasah Syar’iyyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama,”
Jurnal Al-"Adalah, Vol. 10 No. 1 (2012): 270,
https://doi.org/10.24042/adalah.v10i1.268.



30

An-Nisa : 59 :
Q-:f:::»;@ [j,&ju ‘}"*MJ 4 ¢ f..la T r*"@ J.U\ L@J\ -
e ﬁ?

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”( Q.S An-Nisa :
59)

Taat kepada pemimpin artinya,bahwa kita diperintahkan
harus mentaati seluruh kebijakan peraturan yang dibuat oleh
pemimpin, dalam hal ini adalah pemerintah. Selama kebijakan
tersebut tidak didasari oleh kemaksiatan kepada Allah.
Peraturan lalu lintas dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk
menertibkan, memberikan rasa - aman, nyaman dalam
berkendara. Tujuan ini sejalan dengan apa yang telah digariskan
dalam magasit._al-syariah (tujuan-tujuan syariat) yang
diantaranya adalah menjaga jiwa (hifd al-nafs).>®

Dengan adanya tertib lalu lintas merupakan suatu

keharusan, dan mantaatinya adalah, sebuah’kewajiban, Dalam
' salah satu sabdanya Rasulullah SAW pernah berkata:

u\f‘),.\ 5 Vs 55 s s Y\V.@.}o”} &OMD
“Setiap musli us mengikuti kesepak mereka, kecuali
kesepakatan mengh aram, atau
sebaliknya, mengharamkan yang halal”.(H.R. Abu Daud).

Peraturan lalu lintas yang dibuat pemerintah adalah
salah satu cara untuk menertibkan masyarakat dalam bepergian
atau berkendara dan memberikan rasa amanan saat dijalan.
Sebab hal tersebut jika kita kaitkan dengan al-Qur’an, sesuai
dengan perintah Allah SWT telah memerintahkan manusia

untuk bepergian baik dengan berjalan maupun berkendara
dalam firman-Nya pada Q.S Al-Hajj:46. berbunyi:

8 M Lathoif Ghozali dkk, “Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman,”
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g < s 23l o Cotwos w otd oAl 7 .27 R ° 141
0l Spand O 3 i O3land D3l 2 05 231 (3 1552es

J3ial g e Sl ans 1505 sl ass Y s
'Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka
mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau
mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar?
Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang

buta, ialah hati yang di dalam dada .
Dalam surat Al-Ankabut 20, Allah juga berfirman :

s & e P 5},'4 P RS IS 5o . <O . o,
Ol oY) oLl 55\5,.\2 ) € G 1 s 13kl 2! & Fyoow Je

Katakanlah, “Berjalanlah di (muka) bumi, lalu perhatikanlah
bagaimana Allah “memulai penciptaan (semua makhluk).
Kemudian; Allah membuat kejadian yang akhir (setelah mati di
akhirat kelak):-Sesungguhnya Allah.-Mahakuasa atas segala
sesuatu. ” (Q.S. Al-Ankabut: 20).

: Penjelasan dari, keduad@yat diatas menunjukkan bahwa
\ Allah™ sendiri telahmmemerintafikan  umat’ manusia untuk
““bespergian “dalam rangka mengambil .ibrah (peldjaran) dan
mau’idhah (pesan)myang tersiratmdalam kehidupan dunia ini.
Maka, sepwan terting telah dibuat oleh
pemerintah pada dasarnya dapat mengantarkan kita pada
ketenangan dalam berkendara, sekaligus mengantarkan Kkita
mengamalkan ayat-ayat al-Quran. Dari hal ini kita bisa

mengambil hikmah bahwa tertib lalu lintas pada dasarnya
membantu kita dalam menegakkan perintah Allah di muka bumi.

B. Tertib Lalu Lintas Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun
2009
Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai aturan
perundang-undangan yang mengatur setiap aspek kehidupan
bernegara. Salah satunya peraturan dan undang-undang lalu litas.
Kegiatan berlalu lintas adalah hal yang sangat penting dalam
menjalani setiap kehidupan sosial. Lalu lintas mempunyai peran
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strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional
sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Yang
kemudian diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari slstem
transportasi nasional, lalu lintas harus dikembangkan potentsi dan
perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, dan
ketertiban lalu lintas.

Peraturan lalu lintas di Indonesia diatur dalam undang-
undang pertama UU Nomor 14 Tahun 1992 yang disempurnakan
pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan yang lebih rinci pada setiap pelanggaran-pelanggaran yang
mungkin terjadi. UU lalu lintas dibuat untuk mengatur setiap
tingkah laku para pengguna lalu lintas serta demi terwujudnya jasa
transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan
pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dan
tentunya dengan .biaya yang dapat.-terjangkau oleh masyarakat
umum. /ketertiban, keamanan, ‘dan keselamatan dalam. berlalu
lintas.

1. Undang-undang Lalu/Lintas _ '
~ Undang-Undang nomor 22 takun 2009mulai di.sahkan
dan diberlakukan-terhitung pada tanggal*22_jupi=2009 yang
juga merupak al perubahanssiste am peraturan lalu
lintas dan e nksi: at garan lalu lintas.
Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan
angkutan jalan mulai berjalan setahap demi setahap bersamaan
sosialisasinya kepada masyarakat Indonesia yang merupakan
subjek hukum dari adanya undang-undang tersebut. Sebelum
pemerintah Indonesia memberlakukan peraturan lalu lintas
nomor 22 tahun 2009, Indonesia menggunakan peraturan lalu
lintas nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan
jalan.

Pada pembahasan sebelumnya peraturan yang di
gunakan dalam penelitian yang di lakukan oleh penulis
menggunakan peraturan lalu lintas yaitu UU Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang di dalam
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UU tersebut telah memuat segala ketentuan beserta sanksi nya
untuk di gunakan sebagai bahan dalam penelitian ini. UU
Lalu Lintas terdiri dari 22 Bab dengan total 326 pasal, mulai
dari Ketentuan Umum hingga Ketentuan Penutup.

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu
lintas dan angkutan jalan mendefinisikan sebagai gerak
kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan
ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang digunakan
untuk gerak pindah kendaraan, orang atau barang yang berupa
jalan dan fasilitas pendukung di dalam ruang lalu lintas jalan
raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu, Pengemudi,
kendaraan, jalan dan pejalan kaki. Pengemudi adalah orang
yang mengontrol laju kecepatan dan arah kendaraan untuk di
kemudikan. Kendaraan adalah alat gerak untuk memindahkan
sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jalan adalah
ruang berjalannya lalu. lintas. Pejalan kaki adalah orang yang
menikmati ruas jalan.>*

Istilah Tain dari lalu lintas adalah gerak pindah manusia,
hewan, ataupun barang di jalan dari suatu tempat ke terhpat

“yang lain dengan menggunakan ialat gerak, alat gerak yang di

“wmaksud ‘seperti “nfotor, mobil dan kendaraan umumf lainnya.
‘Pemerintah bertujuan untuk menertibKan_lalusfintas berupa
angkutan j ang selamat,.aman t, lancar, tertib, dan
teratur, Mfisien najemen dan rekayasa
lalu lintas yang baik.

Dalam lalu lintas sendiri terdapat beberapa komponen
terkait yakni kendaraan sebagai alat gerak transportasi,
manusia sebagai pelaku lalu lintas dan jalan sebagai
prasarana berlalu lintas, yang berinteraksi dalam pergerakan
kendaraan yang memenuhi persyaratan kelayakan mengemudi
oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan
beradsarkan peraturan perundang-undangan menyangkut lalu
lintas dan agnkutan jalan melalui jalan yang memenuhi

5 puytranto LS, Rekayasa Lalu Lintas (Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang,
2008), 116.
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persyaratan geometrik.”® Untuk lebih jelasnya akan diuraikan

sebagi berikut:

a. Manusia sebagai pelaku lalu lintas, dapat dikategorikan
sebagai pengemudi kendaraan maupun pejalan kaki yang
pada dasarnya mempunyai kesiagaan yang berbeda-beda
(waktu reaksi, konsentrasi, reflek,dan lain lain), Perbedaan
keadaan tersebut dipengaruhi oleh keadaan fisik, psikologi,
umur dan jenis kelamin, serta pengaruh dari eskternal
seperti cuaca, penerangan, atau lampu jalan dan tata ruang.

b. Kendaraan sebagai alat gerak, digunakan oleh pengemudi
dengan karakteristik yang berkaitan langsung dengan
kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan
yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk
bisa bergerak dijalan dalam lingkup lalu lintas

C. Jalan sebagai prasarana, merupakan lintasan yang didesain
untuk dilalui_kendaraan_bermotor ataupun kendaraan tidak
bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut diupayakan
untuk bisa mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan
mampu mendukung, serta _menahan beban muatan

\ kendaraan dan aman sehingga dapat meminimalisir tingkat

"_kecelakaan, o

: Manajemen lalu lintas meliputi-kegiatan=perencanaan
pengaturan, alian, dan® p n lalu lintas.

Manajemen %s berw% keselamatan,

keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, yang di

lakukan antara lain dengancara sebagai berikut:

a. usaha pengingkatan kapasitas jalan, ruas,persimpangan,dan
atau jaringan jalan

b. pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan
tertentu

C. penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat
pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan
intra dan antar moda

% Ramdlon Naning, Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin

Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas (Surabaya: PT Bina llmu, 1983), 23.
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d. penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan atau perintah
bagi pengguna jalan.

Kegiatan pengaturan lalu lintas meliputi kegiatan
penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-
ruas jalan tertentu. Penetapan kebijaksanaan lalu lintas dalam
ketentuan ini antara lain penataan sirkulasi lalu lintas,
penentuan kecepatan maksimum atau minimum, larangan
penggunaan jalan, larangan atau perintah bagi pemakai jalan.
Kegiatan pengawasan lalu lintas meliputi:

a. Pemantauan dan  penilaian  terhadap  pelaksanaan
kebijaksanaan lalu lintas. Kegiatan ini bertujuan untuk
mengetahui  efektifitas  kebijaksanaan-  kebijaksanaan
tersebut guna mencapai tingkat target pelayanan yang di
tentukan.

b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu
lintas; Tindakan korektif bertujuan untuk menjamin
tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang.di tentukan.
Tindakan korektif meliputi peninjauan ulang terhadap

' kebijaksanaan apabila. dalam  pelaksanaannyamterjadi

~ masalah yang tidakdifinginkan. Fy 4

“USementara, kegiatan pengendalian lalu lintas meliplti 2 hal

yaitue -

a. Pemberij an». dans petunj dalam pelaksanaan
kebijaksanaal intas

b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat
mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan
kebijaksanaan lalu lintas.

Berikut adalah jenis pelanggaran dan denda maksimal
sesuai UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan
jalan. Pelaku dan objek pelanggaran, bentuk pelanggaran pasal
beserta denda maksimal (Rp):

a. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor
sebagaimana pasal 115 huruf B berbalapan di jalan di
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda
paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (pasal
297 UU 22 tahun 2009)
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. 2009). &
~.Setiap orang yang dengan sengajas mengemudikan

. Setiap orang mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu

lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas,
fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan
Pasal 275 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (2) Rp.250.000,00.
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

. Setiap pengguna jalan Tidak mematuhi perintah yang

diberikan oleh petugas Polri sebagai dimaksud dalam pasal
104 ayat (3), yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban
dan kelancaran lalu lintas wajib untuk berhenti, jalan terus
mempercepat, memperlambat dan/atau mengalihkan arus
kendaraan Pasal 281 dan 282 jo Pasal 104 ayat (3)
Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor

karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan
dan/atau,/ barang sebagaimana di maksud dalam pasal 229
ayat (3), di pidana dengan pidana_ penjara paling lama 1
(satu) . ‘tahun dan /atau denda | paling banyak
Rp.2.000.000,00 (dua juta_rupiah). (pasal 310 UU 22 thn

kendafaan— bermotor dengan cara. atau—ke€ddaan yang
membaha I nyawa. ata i pidana dengan
pidana penjara p ama“1 ( ahun atau denda paling
banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (pasal 311 UU
22 thn 2009).

. Setiap Pengemudi (pengemudi semua kendaraan bermotor):

1) Tidak bawa SIM Tidak dapat menunjukkan Surat Izin
Mengemudi yang sah Pasal 288 ayat(2) jo Pasal 106 ayat
(5) b Rp.250.000,00.(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2) Tidak memiliki  SIM  Mengemudikan  kendaraan
bermotor di jalan,tidak memiliki Surat Izin Mengemudi
Pasal ayat 281 jo Pasal 77 ayat(l) Rp.1.000.000,00.
(satu juta rupiah).

3) STNK, atau STCK tidak sah Kendaraan bermotor tidak
dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan
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oleh Polri Pasal 288 ayat (1) jo 106 ayat (5) huruf a
Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah).

4) TNKB tidak sah Kendaraan bermotor tidak dipasang
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan
olen Polri Pasal 280 jo Pasal 69 ayat (1)
Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah).

5) Memasang perlengkapan yang dapat membahayakan
keselamatan Kendaraan bermotor di jalan dipasangi
perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan
berlalu lintas, antara lain: bumper tanduk dan lampu
menyilaukan. Pasal 279 jo Pasal 58 Rp.500.000,00.
(lima ratus ribu rupiah).

6) Sabuk  Keselamatan = Tidak mengenakan  sabuk
keselamatan Pasal 289 jo Pasal 106 ayat (6)
Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

7) Lampu utama -malam _hari Tidak menyalakan lampu
utama pada malam hari dan kondisi tertentu Pasal 293
ayat (1) jo Pasal 107 ayat (1) Rp.250.000,00. (dua ratus
lima puluh riby rupiah). =

*'8) ‘Cara penggandefigan ddh penempelan dehgari kendaraan
lain. Melanggar aturan tata “cara penggandedgan dan
penempelan dengan kendaraan-lain Pasal«287 ayat (6) jo
Pasal avat (4) huruf-h'Rp.2 0,00. (dua ratus lima
pulu ).

9) Ranmor tanpa rumah-rumah selain sepeda motor
mengemudikan kendaraan yang tidak dilengkapi dengan
rumah-rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan
tidak mengenakan helm Pasal 290 jo Pasal 106 ayat (7)
Rp.250.000,00. (dua ratus ribu rupiah).

10) Gerakan lalu lintas Melanggar aturan gerakan lalu lintas
atau tata cara berhenti dan parkir Pasal 287 ayat (3) jo
Pasal 106 ayat (4) huruf e Rp.250.000,00. (dua ratus
lima puluh ribu rupiah).

11) Kecepatan maksimun dan minimum Melanggar aturan
batas kecepatan paling tinggi dan paling rendah Pasal
287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115
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12)

13)

14)

15)

huruf a Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah).
Membelok atau membalik arah Tidak memberikan
isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan
saat akan berbelok atau berbalik arah. Pasal 294 jo Pasal
112 ayat (1) Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu
rupiah).

Berpindah lajur atau bergerak ke samping Tidak
memberikan isyarat saat akan berpindah lajur atau
bergerak ke samping Pasal 295 jo Pasal 112 ayat (2)
Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Melanggar rambu atau marka Melanggar aturan perintah
atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu listas
atau marka Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 105 ayat (4)
huruf a dan Pasal 106 ayat (4) huruf b Rp.500.000,00.
(lima ratus ribu rupiah).

Melanggar Apill (trafflight) Melanggar aturan perintah
atau 'larangan yang dinyatakan ‘dengan alat »pemberi
isyarat lalu lintas Pasal 287 ayat (2) jo Pasal 106 ayat
(4) huruf ¢ Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah)s :
Mengemudi tidak VWajar. dé¥lelakukan kegiatan Iain ‘saat

% mengemudi Dipengarthi oleh “‘suatu.‘keadaand yang

17)

18)

mengakibatkan gangguan konsentrasi dalamsmengemudi
di jalan | 28340 Pasal«106 & 1) Rp.750.000,00.
(tujuh’ra luhyribu .

Di perlintasan kereta api. Mengemudi kendaraan
bermotor pada perlintasan kereta api dan jalan, tidak
berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu
kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain
Pasal 296 jo Pasal 144 huruf a Rp.750.000,00. (tujuh
ratus lima puluh ribu rupiah).

Berhenti dalam keadaan darurat. Tidak memasang
segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya,
atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam
keadaan darurat di jalan Pasal 298 jo Pasal 121 ayat (1)
Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah)
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19) Hak utama kendaraan tertentu.Tidak memberikan
prioritas jalan bagi kendaraan bermotor dengan bunyi
dan sinar dan/ atau yang dikawal oleh petugas Polri.*®

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu
lintas dan angkutan jalan di buat agar penyelenggaraan lalu
lintas dan angkutan jalan sesuai dengan harapan masyarakat,
sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu
lintas dan angkutan jalan saat ini. Dengan menyadari peranan
transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus di tata
dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan di
harapkan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi
yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan
angkutan yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dan
tentunya dengan biaya yang dapat terjangkau oleh masyarakat
umum.

2. Penertiban Balap Liar Menurut UU 22 Tahun 2009
Secara umum balap liar adalah kegiatan memacu
~ kendaraan' khususnya roda dua dijalan raya tanpa adanya
\ perlengkapan ., keselamatad . \berkendara £ 'yang 4 dapat
““membahayakan pengemudinya dan orang lain.gfIndonesia
melaltii*Pasal 115 .huruf b UU Nomor 22-Fafitin 2009 tentang
Lalu Lint gkutan jala mberikan larangan
kegiatan balap yang bem:gemudi kendaraan
bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain”.
Penertiban aksi balap liar dapat dilakukan dengan
berbagai upaya, seperti upaya preventif (pencegahan) dan
upaya represif (penindakan) oleh pihak kepolisian

berdasarkan undang-undang yang berlaku. Meliputi:

% Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan.
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a. Upaya preventif (pencegahan)

Penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif
merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu
kejahatan. Tindakan preventif ini berusaha memberantas
kejahatan itu dengan jalan menghilangkan segala sesuatu
yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan. Dengan
kata lain, kesempatan pelaku yang dicegah. Seperti
melakukan kegiatan patroli rutin dan sosialisasi terhadap pelaku
balap liar. Sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 200 ayat 3 berbunyi
Untuk mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan kegiatan:

a) Penyusunan program nasiaonal Keamanan Lalu Linntas
dan Angkutan Jalan;

b) Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas-dan perlengkapan
Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

c) Pelaksanaan  pendidikan, pelatihan,  pembimbingan,
. penyuluhan, dan penerangan_ berlalu lintas dalamrangka
" meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat

dalamberlalu lintas; .
d) Pengkajian masalah Keamanan Lalu Lintas-dart Angkutan

Jalan;

e) Manajeme an Lalu ,

f) Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patroli;

g) Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan
Pengemudi; dan penegakan hukum Lalu Lintas.
Laksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan,
penyuluhan, dan penerangan berlalu lintas dalam rangka
meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat
dalam berlalu lintas.*

57 1bid.
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b. Upaya represif (penindakan)

Penertiban dengan upaya represif dimaksudkan
untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan
perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka
sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya mungkin
perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan
masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang
lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang
akan ditanggungnya secara berat. Seperti melakukan
penangkapan dan sanksi kepada pelaku balap liar
berdasarkan Pasal 21 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi:®
1) Setiap jalan memiliki  batas kecepatan paling tinggi

yang ditetapkan secara nasional

2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud
pada  ayat(l)ditentukan berdasarkan  kawasan
pemukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan
jalan bebas hambatan. _

3) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbahgan
khusus. lainflyalPemefintah Daerah dapat Mmenetapkan
batas kecepatan paling "tinggi setempat yahg-’harus
dinyatakan dengan Rambu Lalu"Lintas

4) Ba cepatan paling r pada jalan bebas
hamba apkan atas absolut 60 (enam
puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan peraturan pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang diatas dikatakan
bahwa pasal 21 tersebut mengatur mengenai batas
kecepatan yang harus dipatuhi oleh pengendara kendaraan
bermotor baik roda dua, roda empat maupun diatas roda 4.
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Akan tetapi para pelaku balap yang melakukan aksi balap
liar dengan pengendara lain yang telah ditentukan oleh
Undang-Undang. Pasal lainnya yang mengatur aksi balap
liar yaitu pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan yang berbunyi:

1) Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan
paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 21, dan/atau

2) Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.

Berdasarkan sanksi yang akan diterima oleh
pelaku balap liar, terdapat di Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Pasal 287 ayat 5 yang berbunyi: Setiap

orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan

yang melanggar /aturan batas-kecepatan . paling tinggi atau
paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal:106 ayat

(4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling

banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).  Pasal

. lainnya yang mehgatur mengenai- sanksi_balap liaradalah

Pasal...297~-yang berbunyi: Setiap_.erang yang
mengemudi Kendaraan Bermot rbalapan di Jalan
sebagaima d dala uruf b dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau
denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).>®
Dari pasal-pasal yang telah uraikan di atas sudah
jelas bahwa Kkegiatan balapan liar adalah perbuatan
melanggar hukum yang sudah jelas di atur dalam UU
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dan maka oleh sebab itu peraturan yang
sudah jelas tersebut harus di terapkan sebagaimana

% Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan.
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mestinya dan memang sudah seharusnya perbuatan
balapan liar yang sudah meresahkan warga masyarakat
setempat harus di tindak tegas sebaimana di atur dalam UU
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

-~
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